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A. Latar Belakang

Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional, Pasal 5 ayat 1 s.d 4 menyatakan bahwa ; Setiap warga Negara
mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu ;
warga Negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental,
intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus ; warga
negara daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang
terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus ; Warga Negara
yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh
pendidikan khusus.!

Tujuan pendidikan nasional sebagaimana diamanatkan Undang-
Undang perlu diapresiasi semua pihak, agar cita cita pendidikan yang
ideal akan terwujud. Dalam hal ini perlu kerjasama yang baik dari
berbagai elemen masyarakat, terutama pemerintah yang memegang
peranan penting dalam upaya pemerataan pendidikan nasional secara
menyeluruh.

Saat ini banyak anak-anak yang tidak dapat menikmati suasana
belajar dibangku sekolah karena berbagai sebab, diantaranya, karena
alasan ekonomi, jarak sekolah yang jauh, konflik sosial, dan anak-anak

yang berkelainan maupun yang berbakat. Dalam hal ini peran

! Undang-Undang No.20 Tahun 2003,Pasal 5 ayat (1 s.d 4)



pemerintah sangat penting untuk melindungi dan melayani hak- hak anak
dalam menerima pedidikan.

Pemerintah dalam hal ini perlu membuat suatu kebijakan yang
dapat memberikan  solusi dalam  menangani berbagai masalah
pendidikan yang berkembang, kebijakan tersebut hendaknya dapat
melindungi dan melayani  hak- hak anak untuk  mendapatkan
pendidikan dan pengakuan terhadap perbedaan minat, kemampuan dan
kebutuhan dalam belajar.

Sejak disahkannya Undang- Undang No 20 tahun 2003 pasal 15
tentang Pendidikan khusus dan pasal 32 tentang pendidikan khusus dan
pendidikan  layanan khusus serta  Peraturan Menteri Pendidikan
Nasional Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2009 tentang Pendidkan
Inklusif bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau
bakat Istimewa, memberikan harapan dan terobosan baru dalam
memberikan  pelayanan pendidikan bagi anak yang berkebutuhan
khusus berupa pelayanan pendidikan inklusif.

Seiring dengan perkembangan dan kemajuan zaman, reformasi
kelembagaan yang melayani anak yang mempunyai kelainan telah
banyak dilakukan. Pada masa sebelumnya bentuk kelembagaan yang
melayani pendidikan anak yang berkelainan masih banyak yang bersifat
segregasi atau terpisah dari masyarakat pada umumnya. Selama ini

pendidikan bagi anak berkelainan disediakan dalam tiga macam



lembaga pendidikan yaitu Sekolah Luar Biasa /Sekolah berkelaian
(SLB), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), dan Pendidikan Terpadu.

Sekolah Luar Biasa / Sekolah berkelainan ( SLB ) sebagai
lembaga pendidikan khusus tertua menampung berbagai jenis anak
berkelainan, sedangkan Pendidikan Terpadu adalah sekolah biasa yang
menampung anak yang berkelainan dengan kurikulum, guru, sarana
pengajaran, dan kegiatan belajar mengajar yang sama. Memasuki akhir
millennium kedua, visi dan misi kelembagaan sudah cenderung kepada
bentuk integrasi. Suatu bentuk dimana anak luar biasa menjadi bagian
yang tidak terpisahkan dari masyarakat.?

Saat ini model pendidikan inklusif merupakan salah satu
bentuk layanan pendidikan bagi anak yang berkebutuhan paling ideal
untuk dilaksanakan. Di sekolah inklusif anak- anak yang berkebutuhan
khusus membaur dengan anak-anak normal lainya tanpa adanya
perbedaan, mereka bisa belajar bagaimana berkomunikasi, bersikap,
berinteraksi dengan sesama. Dengan adanya kontak, interaksi,
komunikasi dan sosialisasi anak - anak yang berkebutuhan merasa
memperoleh penghargaan, perlakuan, dan penghormatan yang sangat
mereka butuhkan dalam menjalani kehidupannya. Dan bagi anak yang
normal bisa belajar berempati dan bertoleransi sehingga tumbuh sikap

saling menghormati dan menghargai.

*Terry Irenewaty dan Aman, Evaluasi Kebijakan Pendidikan Inklusif di SMA
Muhammadiyah 4 Yogykarta, Penelitian, Yogyakarta,2007, h.3,td



Penyelenggaraan pendidikan Inklusif sesuai dengan ajaran Islam

yang dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-Hujurat 13 sebagai berikut:
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Artinya: Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari
seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu
berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-
mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi
Allah ialah orang yang paling tagwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah
Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.®

Pada pembelajaran inklusif semua orang bagian berharga dalam
kebersaman, apapun perbedaan mereka. Semua anak terlepas dari
kemampuan maupun ketidakmampuan, jenis kelamin, status sosial
ekonomi, suku, latar belakang budaya, bahasa dan agama menyatu dalam
komunitas sekolah yang sama. Dalam inklusivitas, semua perbedaan
tidak dilihat sebagai problematika, tetapi sebuah tantangan dan
pengayaan dalam lingkungan belajar. Mereka jadi siap dan familiar
dengan  keberagaman, dan merasa nyaman dengan aneka
perbedaan.*

Usaha untuk memberikan pelayanan pendidikan inklusif telah

mulai diberlakukan dikota Palangka Raya, hal ini sebagai salah satu

wujud komitmen Pemerintah Kota Palangka Raya dalam melaksanakan

2014,h.11

® Al-Hujurat [49]:13
* Suyanto dan Mudjito, Masa Depan Pendidikan Inklusif, Jakarta, Kemendikbud,



amanat Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan
Nasional pasal 5 dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor
70 Tahun 2009 tentang Pendidikan inklusif bagi peserta didik yang
memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat
istimewa.

Palangka Raya sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Tengah
berkomitmen untuk menjadikan Palangka Raya sebagai kota pendidikan
yang ramah, adil tanpa diskriminasi  hal ini berdasarkan Surat
Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 328 Tahun 2014 Tentang
Kelompok Kerja Pendidikan Inklusif kota Palangka Raya dan Peraturan
Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Khusus, Pendidikan Inklusif dan Pusat
Sumber di Kota Palangka Raya. Surat Keputusan dan Peraturan Walikota
Palangka Raya tersebut harus diimplementasikan dalam pendidikan
yang” ramah, adil tanpa dikriminasi” terhadap anak berkebutuhan
khusus pada semua sekolah yang ada di Palangka Raya.

Keberadaan sekolah inklusif dibandingkan dengan sekolah -
sekolah formal tentunya banyak memerlukan pertimbangan mengingat
dari segi fisik dan psikologis peserta didik yang berbeda dengan peserta
didik lainnya. Ada beberapa sekolah yang ditunjuk untuk menjadi
piloting sekolah inklusif dikota Palangka Raya diantaranya SMAN 8,
SMA Muhammadiyah | dan SMAN 4 Palangka Raya, berdasarkan

observasi awal Tahun Pelajaran 2015/2016 SMAN 8 masih belum



memiliki peserta didik inklusif, SMA Muhamadiyah memiliki satu
peserta didik inklusif dengan indikasi lambat belajar, dari sekolah-
sekolah tersebut hanya SMAN 4 vyang memiliki siswa yang
berkebutuhan khusus lebih banyak yaitu 10 orang, berdasarkan
pertimbangan tersebut maka penulis memilih SMAN 4 Palangka Raya
sebagai tempat penelitian. Penunjukkan sekolah piloting sebagai
penyelenggara pendidikan inklusif harus memenuhi kriteria berdasarkan
Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Departemen
Pendidikan Nasional meliputi :

"1) Kesiapan sekolah untuk menyelenggarakan program pendidikan
inklusif ( kepala sekolah, komite sekolah, guru, peserta didik, dan
orang tua); 2) Terdapat anak berkebutuhan khusus di lingkungan
sekolah; 3) Tersedia guru pembimbing khusus (GPK) dari PLB
(guru tetap sekolah atau guru yang diperbantukan dari lembaga
lain); 4) Komitmen terhadap penuntasan wajib belajar; 5) Memiliki
jaringan kerjasama dengan lembaga lain yang relevan; 6) Tersedia
sarana penunjang Yyang mudah diakses oleh semua anak; 7) Pihak
sekolah telah memperoleh sosialisasi tentang pendidikan inklusif;
8) Sekolah tersebut telah terakreditasi; 9) Memenuhi prosedur
adminstrasi yang telah ditentukan."”

Berdasarkan kriteria diatas SMAN 4 Palangka Raya yang terletak
di Jalan Sisingamangaraja Ill telah memenuhi kriteria untuk
menyelengarakan pendidikan inklusif. Tahun Pelajaran 2015/2016
jumlah siswa di SMAN 4 Palangka Raya 1.134 Orang , siswa inklusif 10

orang meliputi 3 orang lamban belajar, 3 orang tuna daksa, 2 orang low

vision®, 1 hiperaktif’ dan 1 orang autisme.®

® Departemen Pendidikan Nasional, Pedoman Umum Penyelenggaraan pendidikan
Inklusif, Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa, 2007,h.29
® Low Vision adalah daya tajam penglihatan yang sangat rendah



Dipilihnya SMAN 4 Palangka Raya sebagai lokasi dalam
penelitian ini karena SMAN 4 Palangka Raya merupakan sekolah yang
lebih siap menyelenggarakan pendidikan inklusif berdasarkan kriteria
diatas dan memiliki peserta didik inklusif yang lebih banyak
dibandingkan dengan sekolah sekolah piloting lain yang ditunjuk
pemerintah.

Pelaksanaan pendidikan inklusif merupakan tanggung jawab
pemerintah untuk menjamin terselenggaranya dengan menyediakan
sumber daya yang diperlukan, dan pemerintah juga wajib menyediakan
guru pembimbing khusus yang ditunjuk untuk menyelenggaraan
pendidikan inklusif.  Proses belajar mengajar dan kurikulum yang
digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif pada dasarnya
sama dengan sekolah umum dan menggunakan kurikulum standar
nasional yang berlaku di sekolah umum. Namun demikian, karena
ragam  hambatan  yang dialami peserta didik berkelainan sangat
bervariasi, mulai dari yang sifatnya ringan, sedang sampai yang berat,
maka dalam implementasinya kurikulum tingkat satuan pendidikan yang
sesuai dengan standar nasional perlu di lakukan modifikasi
(penyelerasan) sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kebutuhan

peserta didik. Kenyataan di lapangan telah memberikan indikasi bahwa

" Hiperaktif adalah gangguan perilaku yang ditandai dengan gangguan pemusatan

perhatian, pembicaraan yang lepas kontrol, dan perilaku hiperaktif biasanya terdapat pada anak
laki-laki. Istilah lain untuk anak hiperaktif adalah ADHD ( Attention Deficit Hyperactivity
Disorder) atau ADD/H ( Attention Deficit Disorder/ Hyperactivity), penulisan istilah-istilah itu
maksudnya adalah sama

® Data dari Koordinator Inklusif SMAN 4 Palangka Raya, Tahun 2016



ternyata ada keberhasilan tertentu dalam pelaksanaan pendidikan inklusif
di sekolah.

Penyelenggaraan pendidikan inklusif merupakan terobosan baru
dalam menciptakan suatu sistem pendidikan moral bagi siswa agar
mampu mengkondisikan diri terhadap lingkungan yang komplek dimana
keberagaman karakteristik siswa bisa membawa kearah pendidikan baru
yang lebih modern.®

Tingkatan dalam pendidikan inklusif dapat dibedakan berdasarkan
tingkat kelainan peserta didiknya. Hal ini terjadi karena tidak semua
sekolah inklusi dapat menerima peserta didik berkebutuhan khusus
sepenuh waktu di kelas reguler. Adapun tingkat kelainan peserta didik
berkebutuhan khusus adalah:

1. Mild disabilities adalah tingkat kelainan yang ringan dan masih bisa
melakukan kegiatan dengan anak- anak seusianya.

2. Moderate disabilities adalah tingkat kelainan sedang, masih bisa
melakukan kegiatan dengan bantuan.

3. Severe atau profound disabilities adalah tingkat kelainan berat yang
memerlukan pendampingan dan bantuan.

4. Most severe disabilities adalah tingkat kelainan sangat berat yang

memerlukan bantuan dan perawatan terus menerus.*

 Terry Irenewaty dan Aman, Evaluasi Kebijakan Pendididkan Inklusif di SMA
Muhammadiyah 4 Yogyakarta, Penelitian, h.6,td

0" syyanto dan Mudjito, Masa Depan Pendidikan Inklusif, Jakarta: Kemendikbud
Direktorat Pendidikan Dasar,2014,h.60



Untuk keperluan pengembangan pengajaran pendidikan inklusif
dan kemampuan sekolah dalam menerima peserta didik inklusif perlu
dilakukan asesmen dan identifikasi keunggulan dan hambatan-
hambatannya serta kebutuhan khusus peserta didik.

Pendidikan Inklusif merupakan suatu model pendidikan yang unik
sehingga  memerlukan manajemen peserta didik yang baik agar
pelayanan pendidikannya berjalan efektif, sehingga penulis tertarik
untuk meneliti  "Manajemen Layanan Peserta Didik Inklusif di
SMAN 4  Palangka Raya "

B. Fokus dan Subfokus Penelitian
Fokus dalam penelitian ini adalah pola manajemen layanan peserta
didik Inklusif, sedangkan subfokus adalah proses layanan kepada peserta
didik inklusif
C. Rumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian
1. Bagaimana pola manajemen layanan peserta didik inklusif di SMAN 4
Palangka Raya ?
2. Faktor- faktor apa saja yang menghambat proses manajemen layanan
peserta didik inklusif di SMAN 4 Palangka Raya ?
3. Bagaimana upaya pimpinan sekolah untuk menindak lanjuti kendala-
kendala dalam memberikan layanan peserta didik inklusif di SMAN 4

Palangka Raya.
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D. Tujuan dan Kegunaan Penelitan

1.

Tujuan Penelitian

a.

Untuk memahami pola manajemen layanan peserta didik inklusif
di SMAN 4 Palangka Raya.

Untuk memahami faktor-faktor yang menghambat keberhasilan
dalam memberikan layanan peserta didik inklusif di SMAN 4
Palangka Raya.

Untuk memahami upaya pimpinan sekolah dalam menindak
lanjuti kendala-kendala dalam memberikan layanan peserta didik
inklusif di SMAN 4 Palangka Raya.

Untuk menawarkan pola manajemen layanan peserta didik

inklusif di SMAN 4 Palangka Raya

Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

a. Teoritis

Menambah dan membuka wawasan tentang manajemen
pendidikan, terutama terkait dengan manajeman layanan peserta

didik inklusif.
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b. Praktis
1) Bagi Kepala Sekolah
a) Sebagai acuan untuk meningkatkan efektifitas dalam
pelaksanaan dan pelayanan peserta didik inklusif di SMAN 4
Palangka Raya .
b). Hasil penelitian dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan
penyelenggaraan pendidikan inklusif di SMAN 4 Palangka
Raya dan bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan
dalam memberikan pelayanan kepada peserta didik inklusif.
2) Bagi Mahasiswa
Hasil penelitian dapat dijadikan kajian oleh peneliti selanjutnya.
3) Bagi Guru
Hasil penelitian dapat digunakan untuk meningkatkan Kinerja
guru dalam memberikan pembinaan dan pelayanan terhadap
peserta didik inklusif
4) Bagi Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya
Memberi masukan yang berguna untuk Pemerintah Kota
Palangka Raya dalam hal ini Dinas Pendidikan Kota untuk
mengintensifkan kebijakan pendidikan inklusif sebagai program

perluasan dan pemerataan pendidikan.
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